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PETERI 1{TAII I(ABUPATET rAtuJu

PERAruRAN OAERA}I KABUPATEN ilAI'IUIU
NOIIOR 9 TAHUN 2OO7

TENTANG

PERUBAHAI{ KETIGA ATAS PERATURAI{ DAERAH KA3UPA?EN MAIIU'U
IIIOIIOR,l TAHUN 2OO5 TET{TANG KEDUDUXAil PROTOKOLER DAII

KEUANGAN PI}IPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT
DAERA}I KABUPATEN IIAIIUJU

DEIIIGAT{ RAHIIAT TUHAI{ YANG HAIIA ESA

Menimbang

BUpATT ilAt{UJU,

bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Pemerlntah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Penruakilan Rakyat Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nornor 1 Tahun
2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mamuju sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju
Nomor 13 Tahun 2006, perlu disesuaikan dengan
melakukan perubahan atas Peraturan Daerah yang
dimaksud;

bahwa berdasarkan perti mbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Mamuju.

. cl.

b.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara-Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 );



2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Peruakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 43 10);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Peru ndang-Undanga n (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2AO4 Tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 44.22)l

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor L25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437\ sebagalmana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang 'Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3849);
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang
Ketentuan Keprotokoleran mengenai Tata Tempat, Tata
Upacara, dan Tata Penghortnatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor Sg fahun 2000 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun
1980 Tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala
Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/dudanya
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembarm
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 121);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 44L6), sebagaimana telah
beberapa kali dhffiera*tir-<engan Peraturan-
Pemerintah Nomor 2ljahun- 20O7 (Lembaran Negara

3.

4.

6.

7-

8.



Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 'fambahan

Lembaran Negara Nomor 47LZ)i
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1,40, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578 );

10. Peraturan Daerah Kabupaten MamuJu Nomor I Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten
Mamuju Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 1 sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Matnuju
Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mamuju Tahun 2O06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
e).

D€ngan PcrcetuJuan 8ercama

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEI{ IIAIIIUJU

Den
gUPATI }IAMUTU

IIIEIiIUTUSKAN:

Menetapkan r PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAI{ DAERAH HBUPATEN MAMUTU
NOiIOR 1 TAHUI{ 2OO5 TET{TAT{G KEDUDUKAN
PROTOXOLER DAN KEUANGAN PIITIPIIIAT{ DAN
A]{GGOTA DEWAX PEWAKIIAI{ RAIffAT DAERAH
KABUPATEN II{AIIU,U

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1

Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah
Kabupaten Mamuju Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah tlomor
1), yang telah diubah dua kati dengan kraturan Daerah:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran

Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 2);

b. Peraturan Daerah
DaEiah Kabupaten
Daerah Nomor 9).

Kabupaten MamuJu Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran
Marnuju Tthdn 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran



Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal L angka 18a dan l8b diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 18 a
Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan
klnerja Pimpinan dan Tenggara DPRD.

Pac.l 18 b
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi
Pimpinan DPRD setlap bulan untuk menunJang kegiatan operasional yang
berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

2, Ketentuan pasal l0 ayat (2) dihapus sehingga pasal l0 a berbunyi sebagai
berikut :

Pacsl 1O a
Selain penghasilan sebagalmana dlmaksud Pasal 10, kepada pimpinan dan
anggota DPRD diberikan penerlmaan lain berupa Tunjangan Komunikasi
Intensif

3. Ketentuan pasal 14a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pesal 14 a
(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagalmana dimaksud pasal 10a

dlberikan kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD dengan
mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan baiian sedang, TunJangan
Komunikasi Intenslf bagl Plmpinan dan anggota DPRD diberikan paling
banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD

4, Ketentuan pasal 14b dan pasal 14c dihapus
5. Pasal 14 d diubah menjadi pasal 14 b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal t4 b
Tunjangan komunikasi insentif sebagalmana dimaksud dalam pasal 14a
dibayarkan terhitung mulaitanggal 1 Januari 2007

6. Ketentuan pasal 15 ayat (2) diubah sehinggah pasal 15 berbunyi sebagai
berikut:



Pasal 15
(1) Pajak penghasilan pasal 2L Pimpinan dan Anggota DPRD atas

penghasilan sebagairnana dimaksud dalam pasal 10 dibebankan atas
APBD.

(2) Pajak penghasilan pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerima
lain sebagairnana dimaksud dalam pasal 10 a dibebankan kepada yang
bersangkutan sensuai dengan ketentuan Peraturan Perundang
Undangan di bidang perpalakan,

7. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 4 (empat) Pasal baru, yakni Pasal
24 a, Pasal 24 b, pasal 24 c dan pasal 24 d sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24 a
Selain BelanJa Penunjang Kegiatan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 24,
kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
setiap bulan dengan mernpertimbangkan kemampuan keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 a ayat (2).

Pagal 24 b
Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan Daerah sedang; Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam 24 a disediakan paling
banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 th (dua
setengah) kalijumlah uang representasi seluruh wakil Ketua DPRD,

Pasal 24 c
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 24 a disediakan disediakan terhltung mulai tanggal 1 bulan berikutnya.

Pasal 24 d
Penggunaan Belanja PenunJa-g Operaiional Pimpinan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 24a b6rdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan
memperhatikan asas manfaat dan eflsiensi dalarn rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan
pribadi,

L Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 disisipkan 1 ayat yaknl ayat (3a)
dan ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah, sehingrga Pasal 25 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25
(1) Sekretaris DPRD menyusun belanJa Pimpinan dan Anggota DPRD yang

terdiri dari penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPH Pasal 21 dan
tunjangan kesejahteraan serta-belanja penunjang kegiatan DPRD yang
diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Sekr€taiiat DPRD.



(2) Belanja Pimpinan dan Anggota
Pasal 1O, Pasal 10a, Pasal 20,
dalam pos DPRD.

DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, dan Pasal 23 diangqarkan

(3) Tunlangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal 15, Pasal t7, Pasal 18, dan Pasal 21 serta BelanJa

fenunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2). dianggarkan daliam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan
dalam jenis belanja sebagai berikut:
a.' EelanJa Pegawai;
b. BelanJa Barang dan Jasa;
c, Belanja Modal;

(3a)BelanJa Penunjang Operaslonal Pimpinan DPRD sebagalrnana dlmaksud
dalam Pasal 24 dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD.

{1) Sekretariat DPRD mengelolah Belanja DPRD sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang - Undangan di bidang pengelolaan Keuangan
Negara,

9. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 dislsipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25 a
sehlngga berbunyi berbunyi berikut :

Pacal 25 a
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan

Komunikasi-Intensif dan Pimpinan DPRD yang teiah menerima Dana
Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2006 harus rnenyetorkan kernbali ke kas umurn Daerah paling
lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya rnasa baktisebagalAnggota
DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.

(2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus
atau mengangsur setiap bulan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Perundang Undangan.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berdaya laku
surut sejak 1 januari 2A07.

Agar setiap orang megetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Munuju.

Dsahkan di Mamuju
Pada tanggal 22 Oktober 2OA7

EUPATI TIIAIIUJU

Cap / Ttd

H. SUHARDI DUKA

Diundangkan diMamuJu

RAH KABUPATEN HATiUIU
NOHOR 9

ffim22 oktober 2oo7

/' f. Yxeer/il\Qg{ E RA H l(AB u PArEN

fr{sr' *ffi)T



PENJEI.ASAI{

ATAS

PERATURAT{ DAERAI{ KABUPATEN }IAiIUJU
l{OttlOR 9 TAHUI{ 2OO7

TENTANG

PERUBA}IAH KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH K/IAUPATEN ilAT'UJU
ilO}IOR T TAHUN 2OO5 TEITTATIG KEDUDUKATI PROTOKOLER DAN

KEUANGAN PIIiPIilAil DAT{ ANGGOTA DEWAN PERWAKIITN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN ilIAi'IUJU

I. PENTEL/ASAN UilUM

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangnn Pimplnan dan Anggota Dewan
penrrrakilan Rakyat Daerah Kabupaten MamuJu sebagaimana telah diubah
dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuiu Nomor 13

Tahun 2006 yang berpedoman Negara Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Pennakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali,
teriktrir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, perlu

disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan
Protokoler dan keuangan Plmpinan dan Anggota Dewan Perwakitan Rakyat
Daerah.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Mamuju yang telah diubali-dua kall' terakhir dehgan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 selain dimaksudkan untuk
menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 2007 tentang
peruLahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Penrvakllan Rakyat Daerah juga sekaligus untuk menjamin kepastian dan

ketertiban hukurn, memberikan rasa keadilan, menghilangkan strategis
penafuiran yang diubah, juga untuk menunJang kelancaran tugas, fungsi dan

wewenang DPRD.

yang cllmaksud dalam Ketentuan Peraturan Daerah di atas adalah sebagai' sUatu usul, prakarsa DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Hak
Inisiatif Dewan) dalam pembahasannya ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah



II. PEI{JELASAI{ PASAL DEl,fi PASAL

Pasal I
Angka 1

Angka 2
Pasal 10 a;

Angka 3
Pasal 14 a:

Angka 4
Angka 5

Pasal 14 b
Angka 6
Angka 7

Pasal 24 a:

Pasal 24 b
Pasal 24 c:
Pasal 24 d

Angka 8
Pasal 25

Angka 9
Pasal 25 a: Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Yang dlmaksud dengan "disediakan" adalah
penyedlaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD
yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan
DPRD seharl-hari dan tidak untuk keperluan
pribadi.

: Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

TA}IBAHAN LEIIBARAN DAERAILKABUPATEN }IAI,IUf,U ilOMOR 9


